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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa hak atas 

pekerjaan dan penghidupan layak merupakan bagian penting dari 

pembanguan nasional dan termasuk hak asasi manusia yang tidak boleh 

diabaikan,
1
 sebagaimana tercantum dalam 28 D ayat (2) yang menyatakan 

“setiap orang berhak bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan adil 

dan layak dalam hubungan kerja”.
2
 

Hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia yang fundamental dan 

termasuk dalam hak ekonomi, sosial dan budaya.
3
 Hak ini menuntut peran 

aktif negara dalam mengakui, menghormati dan memenuhi hak atas 

pekerjaan.
4

 Negara juga berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak 

pekerja, seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, serta perlakuan yang 

adil dalam hubungan kerja. 

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja 

dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang 

bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada 
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pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan 

pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar 

upah.
5
  

Hubungan kerja adalah ikatan hukum antara pekerja dan pengusaha, di 

mana pekerja menerima upah. PHK diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan 

pada dasarnya dilarang tanpa alasan sah. Namun, dalam praktiknya, pekerja 

sering berada dalam posisi lemah. PHK menimbulkan dampak serius, mulai 

dari hilangnya mata pencaharian hingga tekanan mental, seperti kecemasan, 

rasa gagal, dan depersonalisasi.  

PHK bisa saja menimbulkan perselisihan akibat adanya perbedaan 

pendapat antar para pihak yang terkait. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang berbunyi: 

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan 

kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”.
6
 

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan 

industrial dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi (di luar 

Pengadilan). Penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) disebut juga 

dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu melalui mediasi, 
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konsolidasi serta arbitrase.
7

 Mediasi merupakan alternatif penyelesaian 

sengketa yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan cara 

penyelesaian litigasi.
8
 

Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa di mana pihak 

yang terlibat dalam konflik atau perselisihan berusaha untuk mencapai 

kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, 

yang disebut mediator.
9

 Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian 

sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat 

dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.
10

 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi pada 

dasarnya adalah suatu hal yang wajib, jika dalam penyelesaian melalui 

bipartit tidak menemukan kesepakatan yang diinginkan maka proses 

penyelesaian selanjutnya adalah melalui tripartit yaitu mediasi,
11

 yang 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum proses 

persidangan di pengadilan.
12
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Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak wajib 

membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama yang disaksikan oleh 

mediator. Perjanjian tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan 

Industrial di wilayah hukum tempat perjanjian dibuat, untuk mendapatkan 

akta pendaftaran.
13

 Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 UU No. 2 Tahun 

2004, yang menyatakan bahwa apabila musyawarah berhasil, maka dibuat 

Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak. 

Pelaksanaan perjanjian bersama membutuhkan itikad baik mengingat 

perjanjian bersama pada dasarnya isinya tentang kesepakatan perdamaian, 

sehingga dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tidak 

menimbulkan permasalahan hukum lagi.
14

 

Pada bulan Desember 2024, PT. Gemilang Sawita Indah Permai telah 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap tujuh 

orang pekerja. Tindakan tersebut menimbulkan perselisihan antara 

perusahaan dengan para pekerja yang terkena PHK, dan rencananya akan 

dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Sebagai alternatif 

penyelesaian, Perjanjian Bersama dipertimbangkan guna menyelesaikan 

perselisihan tersebut. Perlu dicatat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial merupakan ranah hukum privat yang sangat bergantung pada itikad 

baik serta kesepakatan dari para pihak yang berselisih. 
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Berdasarkan uraian yang dijabarkan tersebut, maka penelitian ini 

memiliki relevansi dan urgensi untuk memberikan kontribusi dalam 

memahami dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemutusan 

hubungan kerja pada karyawan di PT. Gemilang Sawita Indah Permai. 

Sehingga peneliti menggambil penelitian yang berjudul “Perjanjian 

Bersama Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan 

Hubungan Kerja Sepihak Di PT. Gemilang Sawita Indah Permai”.  

 


